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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembangunan Koperasi dan Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah di seluruh Indonesia, perlu
adanya pembagian urusan pemerintahan bidang Koperasi
dan Usaha Kecil dan Menengah dengan Pemerintah
Provinsi/Daerah Istimewa (D.I.),dalam bentuk
penyelenggaraan program dekonsentrasi di bidang
Perkoperasian, Usaha Mikro,Kecil dan Menengah;

b. Bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud
huruf a, diperlukan dukungan kegiatan dan anggaran
dekonsentrasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah yang dilaksanakan dan dikelola secara efisien,
efektif, berdaya guna dan berhasil guna yang dikelola
Satuan Kerja Perangkat Daerah/Dinas yang Membidangi
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi/Daerah
Istimewa (D.I);

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
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Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan
Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Koperasi dan

Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2017.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3502);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah  Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah  Daerah  (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
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atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah  Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 3);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2015 tentang
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 106);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana
Dekonsentrasi dan Dana  Tugas Pembantuan,
sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 156/PMK.07 /2008 tentang Pedoman Pengelolaan
Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.02 Tahun
2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 143/PMK.02/2015 tentang Petunjuk
Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan
Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah Nomor O08/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1527);
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15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun
Anggaran 2017;

16. Surat Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah Nomor 34/KEP/M.KUKM/XII/2016 tanggal 28
Desember 2016 tentang Penanggung Jawab Program
Pada Unit Kerja Eselon 1 Kementerian Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah dan Dewan Koperasi

Indonesia Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN
MENENGAH TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN
DAN ANGGARAN DEKONSENTRASI KEMENTERIAN
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TAHUN
2017.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah
adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi daerah
dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.
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Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari
Pemerintah kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah
dan/atau kepada Instansi Vertikal di wilayah tertentu.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan
Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan undang-
undang.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disebut APBD adalah suatu Rencana
Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang disetujui
oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN
yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan
pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi,
tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk Instansi
vertikal pusat di daerah.

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya
disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran
yang dibuat untuk masing-masing Satuan Kerja, yang
berfungsi sebagai dokumen perencanaan, pelaksanaan,
pengendalian/ pengawasan, evaluasi/pelaporan, serta
dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah.
Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi
tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima,
menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau
surat berharga atau barang-barang negara/daerah.
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut
SKPD adalah unsur pembantu Gubernur dalam bentuk
Dinas yang menyelenggarakan urusan Koperasi, Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah di tingkat Provinsi dan
bertanggungjawab terhadap pelaksanaan dekonsentrasi
lingkup Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah yang ditetapkan oleh Gubernur.

Menteri adalah Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan

Menengah.
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